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TUJUAN
SOP Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:
1.

2.
3.

4,
RUANG LINGKUP
SOP ini berlaku bagi:

Mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Institut
Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

Membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Memberikan pedoman bagi sivitas akademika dalam menerima, menolak, dan
melaporkan gratifikasi.

Menjamin penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berintegritas.

Rektor;

Wakil Rektor;

Ketua Program Studi;

Dosen;

Tenaga Kependidikan;

Pegawai Kontrak;

Mahasiswa yang terlibat dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan institusi;
Pihak lain yang bekerja sama dengan institut.
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Standar mutu pendidikan ITBM Balik Diwa

Manual pendidikan ITBM Balik Diwa

SOP yang terkait dengan pendidikan ITBM Balik Diwa
Renstra ITBM Balik Diwa
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V. KUALIFIKASI PELAKSANA:

VI.

VII.

ok~

Memahami pengertian SOP

Memahami keterkaitan antar SOP

Menguasai operasional komputer/leptop/netbook

Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan

DEFINISI
a) Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas yang meliputi:
Uang;
Barang;
Diskon;
Komisi;
Pinjaman tanpa bunga;
Tiket perjalanan;
Fasilitas penginapan;
Paket wisata;
Pengobatan cuma-cuma;
Cinderamata bernilai tinggi;
o Fasilitas lainnya yang diterima karena jabatan atau kedudukan.
b) Pengendalian Gratifikasi
Serangkaian kegiatan untuk mencegah, mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani
penerimaan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

KEBIJAKAN UMUM

Seluruh sivitas akademika wajib:

Menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tugas.
Menghindari konflik kepentingan.

Melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Melaporkan penerimaan gratifikasi sesuai prosedur.

Menjaga integritas dan nama baik institusi.
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1.

2.
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BENTUK GRATIFIKASI
Gratifikasi yang Wajib Ditolak
Uang atau transfer dana dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, mitra, atau pihak lain yang
berkepentingan.
Hadiah yang berkaitan dengan:

O

O

O

O

Kelulusan mahasiswa;
Penerimaan mahasiswa baru;
Kenaikan jabatan;

Pengadaan barang dan jasa;
Kerja sama institusi.

Fasilitas perjalanan atau akomodasi yang tidak sesuai ketentuan.
Komisi atau imbalan pribadi atas suatu keputusan jabatan.

Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Cinderamata dari mitra kerja.

Hadiah dalam kegiatan resmi.

Pemberian yang tidak dapat ditolak secara langsung.
Pemberian yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

PROSEDUR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

a)
1.
2.
3.

b)

Penerimaan Gratifikasi

Pegawai atau sivitas akademika yang menerima gratifikasi wajib:
Mengidentifikasi bentuk dan sumber gratifikasi.

Menilai apakah terdapat hubungan dengan jabatan atau kewenangan.
Menolak secara langsung apabila memungkinkan.

Pelaporan Gratifikasi

Apabila gratifikasi tidak dapat ditolak:

Penerima mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

Melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Satuan Pengawas Internal
(SPI).

Pelaporan dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Verifikasi

UPG/SPI melakukan:

Pemeriksaan dokumen laporan.
Verifikasi jenis gratifikasi.

Penilaian potensi konflik kepentingan.
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil verifikasi:

Gratifikasi dapat dikembalikan kepada pemberi.

Diserahkan menjadi milik institusi.

Dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan.

Ditetapkan sebagai gratifikasi yang diperbolehkan sesuai regulasi.
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SANKSI
Pelanggaran Ringan
o Teguran lisan.
o Teguran tertulis.

Pelanggaran Sedang

e Surat peringatan.
e Pembinaan khusus.
o Pembatasan hak tertentu sesuai ketentuan.

Pelanggaran Berat

o Pemberhentian dari jabatan.
o Pemberhentian sebagai pegawai.
o Pelaporan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan.
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INDIKATOR KEBERHASILAN

Tidak terdapat praktik gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
Meningkatnya kesadaran sivitas akademika terhadap integritas.

Seluruh laporan gratifikasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.

PENUTUP

SOP Pengendalian Gratifikasi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa menjadi
pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mencegah dan menangani gratifikasi
guna mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, transparan, akuntabel, dan
berintegritas



